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ABSTRACT
Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan
bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan
Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat
keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana
pelaksanaan pengangkatan pejabat keuchik dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengangkatan pejabat keuchik tidak
sesuai dengan aturan serta bagaimana kedudukan hukum pejabat keuchik yang diangkat tidak sesuai aturan.   
Penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan pengangkatan pejabat keuchik dan untuk mengetahui faktor-faktor apa
yang menyebabkan   pengangkatan pejabat keuchik tidak sesuai dengan aturan, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan
hukum pejabat keuchik yang diangkat tidak sesuai aturan. 
Untuk memperoleh bahan di dalam penulisan ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan menelaah buku-buku dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai pejabat yang terkait untuk
mengumpulkan informasi agar dapat mendeskripsikan Pengangkatan Pejabat Keuchik di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten
Nagan Raya. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pertama, pejabat keuchik diangkat dari masyarakat biasa, kedua, factor penyebab (1)
sekretaris desa berdomisili di desa lain, (2) sekretaris desa mengundurkan diri dan (3) belum ada Qanun Kabupaten yang mengatur
tentang tata cara pengangkatan pejabat keuchik, ketiga, kedudukan pejabat keuchik tidak sah. 
Diharapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk tetap konsisten, melaksanakan pengangkatan pejabat keuchik sesuai
dengan aturan, sehingga dapat menghindar dari konflik berkepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan
pengangkatan pejabat keuchik di Kabupaten Nagan Raya. 
